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sebagai akibat dari kurangnya kejujuran dalam hubungan kontraktual, yang

merupakan ancaman bagi stabilitas nasional. Artikel ini menjelaskan bagaimana

prinsip itikad baik yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata

berfungsi sebagai mikrokosmos integritas nasional dengan menggunakan metode
Kata Kunci: penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan
Itikad Baik. Kontrak Bisnis dan konseptual. Hasil diskusi menunjukkan bahwa memasukkan nilai kemanusiaan
' ' dan keadilan sosial Pancasila (Sila ke-2 dan ke-5) ke dalam proses penyusunan
kontrak dapat menghasilkan klausul yang seimbang dan tidak saling menjatuhkan.
Keyakinan yang berasal dari moralitas ekonomi ini juga memengaruhi stabilitas
ekonomi dan kekuatan bangsa. Jadi, pemenuhan kewajiban perdata dengan jujur
adalah cara nyata untuk bela negara non-militer menjaga kedaulatan ekonomi
negara.
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PENDAHULUAN

Adanya kepastian hukum yang memperkuat perdagangan dan investasi diperlukan karena
perkembangan ekonomi Indonesia pada tahun 2026. Kontrak bisnis sangat penting sebagai dasar dari
setiap transaksi dalam lingkungan bisnis yang dinamis ini. Kontrak bisnis merupakan perjanjian tertulis
yang mengikat secara hukum antara dua atau lebih pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis (Dawilah
et al., 2025). Untuk menghindari keraguan di masa depan, perjanjian ini bertujuan untuk menjelaskan
hak dan kewajiban masing-masing pihak (Dawilah et al., 2025). Hubungan kontraktual memainkan
peran penting dalam membangun negara yang stabil, berkelanjutan, dan beradab (Gaol, 2023).

Namun, dalam kenyataannya, hal ini menunjukkan bahwa ketidakjujuran sering menyebabkan
sengketa kontrak. Kriteria untuk menentukan wanprestasi atau tindak pidana penipuan pada tahap
pembuatan kontrak terletak pada itikad baik (good faith) atau niat jahat (mens rea) (Gaol, 2023).
Penipuan adalah tindak pidana jika kontrak dibuat berdasarkan adanya tipu muslihat. Hal ini terbukti
dalam contoh kasus penipuan kontrak bisnis rental mobil atau investasi bodong yang merugikan
masyarakat hingga miliaran rupiah. Praktik ini menunjukkan bahwa jika tidak ada kepercayaan yang
kuat menyebabkan pelaksanaan kontrak dapat menjadi sulit dan berpotensi menghasilkan interpretasi
yang berbeda dan bahkan sengketa (Dawilah et al., 2025).

Ketiadaan integritas membahayakan stabilitas ekonomi bangsa. Usaha perdagangan atau bisnis
tidak dapat berkembang dengan sehat tanpa prinsip ini (good faith) (Adolf, 2024). Itikad baik adalah
kewajiban yang selalu ada, baik dalam kontrak maupun tidak. Oleh karena itu, internalisasi prinsip
itikad baik atau kepercayaan baik merupakan contoh nyata dari sifat seorang warga negara yang
bermoral. Langkah hukum seperti somasi dan pelaporan pidana adalah upaya warga negara untuk
menjaga keadilan dan ketertiban hukum di negara ini (Dawilah et al., 2025). Dengan jujur, setiap orang
membantu mewujudkan identitas negara yang bermartabat di tengah tantangan global 2026.
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Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif yang
melibatkan meninjau berbagai bahan pustaka dan data sekunder. Menurut Maula Dawilah dan Romi
Faslah, pendekatan penelitian ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap konsep dan prinsip-
prinsip hukum yang berkaitan dengan kontrak bisnis dari berbagai sumber, teori, dan praktik hukum.
Menurut Selamat Lumban Gaol, dua pendekatan digunakan dalam penulisan ini, yaitu pendekatan
perundang-undangan, yang dilakukan dengan mempelajari undang-undang dan peraturan, dan
pendekatan konseptual, yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dan doktrin ilmu hukum
untuk menjawab masalah hukum. Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer, seperti Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah,
dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan moralitas dan integritas warga negara. Setelah itu, analisis
kualitatif diterapkan pada semua data yang dikumpulkan. Ini memberikan analisis yang mendalam
tentang hubungan antara penerapan itikad baik dalam kontrak bisnis dan pembentukan karakter warga
negara yang berintegritas.

PEMBAHASAN
Itikad Baik sebagai Fondasi Hubungan Antar-Warga Negara

Hubungan perjanjian antara individu dalam sistem hukum perdata mencerminkan standar moral
masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya transaksi bisnis. Huala Adolf mengatakan bahwa prinsip
itikad baik (good faith) adalah dasar utama yang menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan
hukum. Kesehatan sosial sebuah negara diukur melalui hubungan privat yang didasarkan pada kejujuran
warga negara, integritas kontrak dianggap sebagai mikrokosmos dari integritas berbangsa. Ketika
orang-orang bertindak jujur dalam setiap hubungan, mereka menciptakan kohesi sosial yang
mendukung stabilitas negara. Sebaliknya, pengabaian prinsip kejujuran yang terkandung dalam kontrak
akan menyebabkan krisis kepercayaan yang akan merusak struktur masyarakat.

Karena setiap tindakan individu dalam ranah privat selalu berdampak pada kepentingan publik yang
lebih luas, integritas dalam kontrak menjadi sangat penting. Menurut Selamat Lumban Gaol, ada itikad
baik (mens rea) sejak pembuatan kontrak sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindakan
dianggap wanprestasi atau tindak pidana penipuan. Bentuk paling mendasar dari kepatuhan warga
negara terhadap hukum nasional adalah kejujuran dalam memenuhi janji hukum. Orang yang
berkontrak dengan integritas secara tidak langsung menunjukkan sifat warga negara yang bertanggung
jawab, yang merupakan bagian penting dari identitas nasional Indonesia.

Lebih lanjut, prinsip itikad baik, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, menuntut
pelaksanaan perjanjian secara adil dan jujur. Internalisasi prinsip-prinsip ini dalam aktivitas ekonomi
sehari-hari adalah contoh nyata dari sifat warga negara yang bermoral. Huala Adolf berpendapat bahwa
itikad baik adalah "kaidah emas™ dalam hukum kontrak, yang mewajibkan setiap pihak untuk bertindak
dengan cara yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, ketika setiap warga
negara memiliki kemampuan untuk menjalankan hubungan kontraktualnya dengan landasan etika yang
teguh, integritas bangsa akan secara organik dibangun dari unit hubungan hukum yang terkecil. Hal ini
menunjukkan bahwa hukum perdata bergantung pada moralitas untuk membangun masyarakat yang
beradab dan berkeadilan sosial.

Internalisasi Nilai Pancasila dalam Praktik Contract Drafting

Memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam proses penyusunan kontrak, yang juga dikenal sebagai
contract drafting merupakan upaya untuk mengubah hukum swasta agar sesuai dengan identitas bangsa
Indonesia. Nursaiful Afandi mengatakan bahwa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam
kerangka konseptual perjanjian dapat mencapai nilai-nilai dasar, instrumental, dan praktik yang
mengedepankan hak-hak kemanusiaan bahkan sebelum kontrak dibuat. Dalam situasi ini, Sila ke-2
(Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dibangun melalui pengakuan martabat masing-masing pihak, di
mana setiap klausul tidak boleh mengandung unsur kekerasan atau eksploitasi yang merendahkan
martabat kemanusiaan. Kontrak yang beradab adalah kontrak yang mempertahankan posisi tawar yang
sama dan menghindari klausul yang merugikan salah satu pihak demi keuntungan sepihak.

Penyusunan klausul perjanjian yang seimbang adalah cara untuk melaksanakan nilai keadilan yang
terkandung dalam Sila kelima, yang disebut sebagai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Dalam studi hukum kontraknya, Salim H.S. menekankan pentingnya metode penyusunan yang
memastikan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional untuk mencapai keadilan kontrak.
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Keadilan sosial dalam kontrak berarti bahwa perjanjian harus mampu menciptakan lingkungan bisnis
yang stabil dan mendorong pembagian keuntungan yang adil. Ini sangat penting untuk mencegah
ketimpangan ekonomi yang ekstrim yang disebabkan oleh dominasi pihak yang memiliki kekuatan
modal yang lebih besar terhadap pihak yang lebih lemah.

Internalisasi nilai Pancasila juga berfungsi sebagai sistem etika yang melindungi praktik hukum
dari pengaruh negatif globalisasi yang sering kali mengabaikan rasa empati. Anugrah Haryata Pratma
mengatakan bahwa dampak globalisasi membuat budaya mengalami perubahan, yang sering kali
membuat masyarakat menjauh dari nilai-nilai etika dan prinsip dasar Pancasila. Oleh karena itu,
diperlukan peneguhan kembali nilai-nilai tersebut dalam berbagai proyek yang bersifat profesional.
Dengan demikian, cara menulis kontrak yang didasarkan pada Pancasila akan menghasilkan perjanjian
yang tidak hanya bisa diatur secara hukum, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat. Seperti yang
ditekankan oleh Sofia Rahmawati, nilai keadilan yang terdapat dalam Pancasila perlu terlihat dalam
setiap peraturan hukum agar tidak menyebabkan ketidakstabilan dan tetap mempertahankan
keharmonisan di tengah masyarakat. Menggabungkan Sila ke-2 dan Sila ke-5 dalam kontrak bisnis pada
akhirnya akan membentuk warga negara yang tidak hanya paham hukum, tapi juga memiliki kejujuran
dan moral yang tinggi.

Dampak Integritas Bisnis terhadap Ketahanan Nasional

Karena integritas bisnis yang berasal dari prinsip itikad baik memengaruhi stabilitas ekonomi
nasional, kejujuran dalam transaksi komersial menjadi dasar untuk membangun kepercayaan publik.
Salah satu tanggung jawab utama pelaku usaha adalah beritikad baik saat menjalankan bisnis mereka,
menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kepatuhan terhadap
kewajiban ini menciptakan ekosistem pasar yang sehat dan transparan di mana hak-hak warga negara
dilindungi dan risiko kerugian akibat praktik bisnis yang tidak jujur diminimalkan. Menurut Aimatus
Sharoh, cara terbaik untuk mencegah korupsi korporasi, yang seringkali menjadi dasar dari rapuh
ekonomi sebuah negara, adalah dengan memasukkan nilai-nilai integritas ke dalam budaya korporasi.

Selain itu, integritas dalam kontrak menunjukkan bagaimana warga negara membantu ketahanan
negara dalam menghadapi tantangan globalisasi. Ketahanan nasional, menurut studi Nasionalisme dan
Ketahanan Nasional, adalah kondisi bangsa yang terus berkembang yang menggabungkan ketekunan
dan ketabahan dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan (ATHG) baik di dalam
maupun di luar negeri, termasuk di bidang ekonomi. Bisnis yang beroperasi dengan etika tinggi
melindungi ekonomi bangsa dari ancaman krisis yang disebabkan oleh tindakan oportunistik. Tim
Penulis Pendidikan Bela Negara mengatakan bahwa bela negara di era modern tidak lagi terbatas pada
perjuangan fisik; sekarang berfokus pada meningkatkan kekuatan ekonomi bangsa melalui etika bisnis
dan kejujuran dalam setiap hubungan hukum.

Pada akhirnya, integritas individu dan perusahaan ini akan meningkatkan daya saing dan martabat
negara di kancah internasional. Menurut Situmorang, dalam analisis prinsip itikad baik, keyakinan yang
berasal dari moralitas ekonomi akan meningkatkan stabilitas pasar dan mendorong pertumbuhan
investasi yang berkelanjutan. Dengan mengurangi tingkat korupsi dan meningkatkan transparansi,
negara memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mendukung kemajuan keadilan nasional. Oleh karena
itu, integritas bisnis bukan sekadar kewajiban hukum perdata; itu adalah pilar strategis yang menjaga
kedaulatan ekonomi dan meningkatkan ketahanan nasional Indonesia di tengah era globalisasi dan
disrupsi.

KESIMPULAN

Prinsip itikad baik atau good faith adalah fondasi moral yang mendasari integritas warga negara
dalam hubungan pribadi. Hasil analisis dan diskusi menunjukkan bahwa ini bukan sekadar standar
formal yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Prinsip-prinsip ini diinternalisasi dalam
kontrak bisnis merupakan representasi langsung dari sifat warga negara yang berintegritas, di mana
kejujuran dalam berjanji merupakan mikrokosmos dari integritas nasional secara makro. Metode
penulisan kontrak berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial (Sila ke-2 dan ke-5 Pancasila)
telah terbukti mampu menghasilkan klausul yang seimbang untuk mencegah eksploitasi dan
memastikan harmoni antarwarga negara. Kepercayaan yang berasal dari itikad baik ini juga
meningkatkan stabilitas ekonomi negara dan membantu mencegah korupsi perusahaan. Karena itu,
menjalankan kewajiban perdata dengan jujur adalah jenis bela negara non-militer yang sebenarnya,
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karena integritas individu dalam berkontrak merupakan pilar strategis yang memperkuat ketahanan
nasional Indonesia di tengah tantangan disrupsi dan globalisasi.
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